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tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Masa Jabatan 2009-2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indsonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara pengandalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Peraturan Pemerintah Republik Indsonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara pengandalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman
Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan
Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan Pengadilan

Putusan MK No.73/PUU-XI1/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Drs.Yana Suryana, M.Si, tanggal 17 Januari 2019,
pukul 14.22 WIB di Gedung Bharana Graha, lantai 3, Komplek MPR/DPR/DPR,
Jalan Gatot Subroto No, 6 Jakarta Pusat.



